PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 45 TAEW 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI!

Mern.nbang

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang
Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubfik,
maka setiap Badan Pubiik termasuk didalamnya Femenntah
Daerah perlu menyediakan, memberkan dan atau menerbtian
informasi publik;

bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekas! maka periu disusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi padoman bagi Pejabat
Pengalola Inforn.asi dan Dokumentasi (PPID} dalam penyediaan
dan pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga
dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah;

bahwa dengan ditetapxannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Momor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2014 Momor 8). maka terjadi perubahan organisasi perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya
organisasi perangkat daerah di bidang pengelolaan informasi dan
dokumentasi.

bahwa Peraturan Bupah Bekasi Nomor ¥ Tahun 2013 tentang
Standar Operasional Prosadur Palayanan Informasi Pada Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan
Pemerintah Kazbupaten Bekasi, berkaitan dengan pejabat
pengaiola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemenntah
Kabupaten Bekasi belum menyesuaikan dengan perubahan
organisasi pe rangkat daerah sehingga perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, maka perlu menatapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Informasi Pulbik dan Tata Kerja Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di iingkungan Pemerintah Kabupaten
Bekasi.
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Undang-lindang Momor 14 Tahun 18530 tentang Pembentukan
Daergh-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tabun 1850}

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 MNemor 58, Tambahan Lembaran Megara Reoublik
Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Puolik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Momor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4848);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Momor S038);

Undang-Undang Momor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
{Lembaran Megara Repubilk Indonesia Tahun 2008 Momor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5071),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah sebagaimana ielah diubah dengan LUndang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang MNomor
23 Tahun 2014 tentang Pemeriniahan Daerah Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran MNegara Republik Indoriesia
Tahun 2015 Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor S587),;

Peraturan Pemerintah MNomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomaor 4573);

Peraturan Pemerintati Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembsaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) |

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik  (Lembaran Negara Republix
Indonesia Tahun 2010 Nomeor 95, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5148}

Peraturan Menteri Penadayagunzan Aparatur Negara Reformas!

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasianal
Frosadur;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan informasi Pubdik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Peraturan Menterl Komunikasi dan Informatika Nomer 10 Tahun
<010 tentang Pedoman Pengalolaan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Komunikasl dan Informatika;



Menetapkan

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Padoman Pengeiclaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negen,

15. Peraturan Daerah Kabupater Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tertang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomaor 6);

18 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi

Tahun 2010 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi {Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomer 8);

18. Peraturan Bupati Bekasi Momor 14B Tahun 2007 temtang
Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2007 Momor 14.B);

19. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Adminisrtasi Pemenntah di  Lingkungan
Kabupaten Bekasi;

20. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 37 Tahun 2015  tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Momor 630 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN INFORMAS| PUBLIK DAN TATA
KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BEKASL

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Paratirran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi,

-

Pamarintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
Bupati adalah Bupati Bekasi,;
3adan Publik adalah Pemearintah Kabupaten Bekasi;

Sekratariat Daerah adalah Setda Kabupalen Bekass,
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11.

13.
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18,

19.

m:y Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OFD di lingkungan
Pemenniah Kabupaten Bekasi;

Akees Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada sesecrang atau masyarakat
untuk memparoleh informasi publik yang dibutuhkan;

Akuniabilitas adalah perwujudan kewsjiban seiiap Badan Publik  untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapalan tujuan yang telah ditetapkan
mudlﬂui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara
pericdic;

Dokumen adalgh data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh
Samerintah Kabupaten Bekas! dalam rangka pelaksanaan kegiatapnya, baik tertule di
atas kertas atau sarana lainnya maupun terskam dalam bentuk apapun yang dapat
dihat, dibaca atau didengar,;

Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau keterangan yang
dibuat danfatau diterima cleh Pemerintah Kabupaten Bekass,

Informasi adalah keterangan, permnystaan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung

nilai, makna dan pesan, beik data, fakia maupun penjelasannya vang dapat dilihat,

didengar dan dibaca yang digajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai

mm ﬁemembaman teknclogi informasi dan komunikasi secara alektronik atau non-
ERCITTIM

informasi Publik adalah informasi yang ditiasilkan, disimpan, dikelola, dikiim dan/atau
diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan penyelanggara dan
penyslenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publlk
lsinnya yang sesual dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan

publilc

Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis
berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;

Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi
kepada masyarakat pangguna informasi;

Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan FPID
Lhama adalzh pejabat yang bertanggungjawab dalam bidang penyediaan dan/atau
pelayanan informasi. penyimpanan dan pendokumentasian di Pemerintah Kabupaten
Bekasi;

PFID Pembantu adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkurgan
Pemerintah Kabupaten Bekasi serta Lembaga/Badan Usaha Milik Milik Dasrah yang
telah menerima anggaran APBD Kabupaten Bekasi;

F"Bé‘-:nuna Informasl Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Momor 14 Tah a
Keterbukaan Informasi Publik. * o i shun' 2008 tentang

F‘a‘nnh_un informasi F'uhll!t adﬂahlwmg.a negara dun/atau badan hukum Indonesia yang
mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UL Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pengeiclaan Dokumen adalah proses panarimaan, penyusunan, penyimpanan,
pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dekumen secara sistematis.



BAB Il

ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 2

Asas pelayanan informasi publik yaitw:

&,

(1)

2

(1)

i2)

Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;

Akuntabiitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas;

Partieipatif. mendorong peran sertta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat,

Kesamaan Hak, tTidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender dan status ekonomi,

Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberi dan panerima pelayanan publik harus
memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak,

BAE I

MAKSLD DAN TUJUAN
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(S0P

Pasal 3

Maksud penyusunan SOP ini adalah sebagai alur proses pelaksenaan pelayanan
informasi dan acuan tentang ruang lingkup, tanggungjawab serta wewenang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Kabupaten Bekasi dalam
menyediakan Informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pefayanan

informasi publik.

Tujuan dari penyusunan SOP adalah:

a. mewujudkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara
efaktif dan efisian;

b.  Memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi;

c.  Memberikan standar bagi PPID Utama dan PPID Pembaniu dalam melaksanakan
pelayanan informasi public;

d.  Menjadi sarana dalam melakukan evaluasi kinerja aparaiur.

Pasal 4
S0P bagi PPID di Ihl;_ikunnan_F'ernerirﬂah K.abupaten Bekasi merupakan pedoman
dalam Fﬂ!'lﬂﬂfjlam informasi bagi OPD dalam penyediaan, pengumpulan,
pendokumentasian dan pelayanan informasi serta penetapan PPID.
Rincian S0P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :

a. S0F Lavanan Informasi vang sudah tersedia di PPID Utama;
b. SOP Layanan Informasi yang belum tersedia di PPID Utama.



(1)

(2

(1}

(2)

BAEB IV
PPID
Pasal 5

Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi dilaksananakan oleh PPID utama.

PPID dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh PPID pembantu yang barada pada
organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemarintah Kebupaten Bekasi,

Pengelolaan pelayanan informasi pada organisasi perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi dilaksanakan oleh PFID pembantu di masing-masing

organisasi perangkat daerah.

BAB WV
TUGAS DAN WENWENANG PPID
Pazal 6

Tugas Pokok PPID:

a.  Merencanakan, malaksanakan, mengroordinasikan, mengendaiikan
pengumpulan informasi, mengklasifikas: informasi, mendokumeantasikan informasi
dan memberikan pelayanan informasi dari FPID Pembantu di Lingkungan
Femerintah Kabupaten Bekasi; ;

b. Menyimpan. mendokumentasikan menyediakan dan/atau membenkan pelayanan
informasi kepada publik;

c.  Melakukan wﬂﬂkﬁ bahan inforinasi publik dari PPID Pembantu sesuai tugas
pokok dan fungsi organisasi;

d.  Melakukan uji kensekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;

e.  Meiakukan penyediaan pemutakiran informasi dan dokumentasi agar dapat
diakses masyarakat, _ _ _

f  Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik

Wewenang PPID:

a.  Menolask memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan keitentuan
perundang-undangan; ; _

k. Mm‘t&niukgin atau menetapkan suatu informasi dapattidaknya diakses nlah_ puhlilk

e Meminta dan mempercleh informasi dari unit kerja kemponen/satuan kena yang
menjadi cakupan kerjanya;

d. Ma%wdmauhn qp&mb!r‘iﬂn pelayanan informasi dengan FPID Pembaniu
yang menjadi cakupan kerjanya,

e. Menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mqngu_mp-.ﬂl-;an serta memelinara
informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan orgamisasl.
BAE VI
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PPID
Fasal 7
PPID UMtama berkedudukan di Bagian Humas Setda Kabupaten Bekasi
Struitur Organisasi PPID, terdiri dari
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12}

(3)

TR mp nnimi

Atasan PPID,

Tim Pertimbangan:

Keatua PPID Litama,

wekretans PRID Utama;

Koordinator Sekretariat PPID Utama:
Sekretariat PPID WMama;

Bidang Pengolahan Data;

Bidang Penyimpanan Data;

Bidang Penyelesaian Sengketa.,
PPID Pembantu.

Struktur Organisasi PPID sebagaimana tercantum dalam lampiran | Peraturan

Bupati ini.

BAB Wl
FUMNGSI DAN TUGAS MASING-MASING ORGANISASI PPID
FPasal B

Atasan PPID sebagammana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {2} huruf a, adalzh Bupati
Bakasi

Atasan FPPID mempunyai fungsi sebagal perwakilan badan publik Pemerintah
Kabupaten Bekasi.

Atasan PPID mempunyai tugas:

¥ ]

Memutuskan dan mengevaluasikan kebijakan pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupatan Bekast,

Menyelasaikan masalah yang muncul terkat managjemen pengelolaan dan
pelayanan informasi pubdik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
Mengevaluasi kinerja struktur PPID Utama dan PPID Ulama dalam melakukan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintab Kabupaten Bekasi
Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi  publik di
lingkungan Pemerintah Kabupsten Bekasi telah sesual dengan peraturan
perundangan;

Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi
publik dan surat penetapan klasifikasi informasi! dari PPID utama.

Pasal &

Tim Pertimbangan BRID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (2) huruf b
berfungsi sebagai penasehat bagi Atasan FPID terhadap pemasalahan pada PPID
atau sengketa informasi publik di Eingkungan Pemerintah Kabupaten Sekasi.

Tim Peitimbangan PPID berugas:

a.
b.
€,

d.

Memberikar -aran tentang pengujian konsekuens:

Membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Ketua PPID Utama:

Membahas. menyelesaikan dan memutuskan senghketa informasi:

Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur di dalam SOP ini.

Susunan Keanggotan Tim Pertibangan PPID ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
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(3)

(1)

(2)
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{2}

Fasal 10

Ketua PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf ¢, berfungsi
ssbagal ketua pelaksana penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten,
Ketua PPID Utama berfugas:
a.  Memimpin penyelenggaraan layanan infromas! publik di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bekasi;
b. Menetapkan surat keputusan informasi yang dikecualikan

Ketua PPID Utama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pas=sl 11
Sekretaris PPID Utama sebagaimana dimaksud datam Pasal 7 ayat (2) huruf d,
berfungsi sebagai koordinator perencanaan, pengelolaan, pelayanan  dan
pengendalian informasi dan dokumentasi di lingkungan Pamerintah Kabupaten Bekasi.

Sekretarls PPID Utama bertanggungjawab kepada Ketua PPID  utama Kabupaten
Bekasi

Sekretaris PPID Utama berfugas:

a. Melaksanakan koordinasi peryusunan program pengelolaan informasi dan

dokumentasi;

h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang pada
secratariat;

¢ Melaksanakan koordinasi dan konsclidasi dalam rangka pengumpulan informasi
dan dokumentasi;

d.  Melakukan komunikasi, klarfikasi dan memberkan penjelasan terhadap
Pamohon Informast;

e Malaksanakan koordinasi dalam rangka penyadiaan dan pelayanan informasi
publik melalui media cetak dan elektronik;

f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan

dokumentasi;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan, keglatan pengelolaan
informasi .1 dokumentasi;

Melsksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Ketua PPID Kabupaten;
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh Sekretariat,
Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemachon informasi
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
laporan keberatan secara tertulis;

k. iMenerima keberatan atas penolakan darl pemohon informasi publik:

Menghadiri atau membuat surat kuasa dalam proses penyelesalan sengketa
informasi dan ajudikasi,

=

Sekretaris PPID Utama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

E_-idang Pengaolahan Qata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {2) huruf g,
dilaksanakan oleh pejabat eselon IV di lingkungan Bagian Humas dan Protokol Satda
Kabupten Bekasi.

Bidang Pengeolahan Data berfungsl sebagai Tim pengolah dan pemberi la

_ _ | e yarian
datafinformasi, k;!:rrtm,ﬂam, I:la_saﬂtasl informasi  publik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi berfanggungjawab kepada Ketua PPID Utama Kabupaten Bekasi.



{3)

{4)

(1)

i)

]

(1

2]

(4)

Bidang pengolahan data benugas:

a.  Melakukan inventarisasi, klasifikast dan dokumentasi informasi.

b. Memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenukhi
parmohanan informasi.

c. Berkoordinasi dengan Pranata Kompuler dalam layanan informasi.

Susunan keanggotaan bidang pengolahan data ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 13

Bidang Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h,
dilaksanakan oleh Kepala Badan Arsip dan Pepustakaan Daerah

‘Bidang Penyimpanan Data berfungsi sebagai penyimpan dan pendokumentasian

datafinformasl serla penyedia data bagi layanan informasi publik di lingkungan
Pemarintah Kabupaten Bekasi bertanggungjawab kepada Ketua PPID Utama
Kabupaten Bekasi,

Bidang penyimpanan data bertugas:

a. Melaksanakan perencanaan program di Bidang Penyimpanan Data

b. Melaksanakan layanan infromasi publik

c. Menyampalkan pemberitahuzn tertulis atau penclakan permohonan informasi

kepada pemohon informasi

Menyamps:kan salinan dokumentasi informasi kepada pemohon informasi
Menerima pengajuan atas keberatan permohonan informasi.
Meanyampaikan tanggapan teriulis atas keberatan permohonan inforrasi
Berkoordinasi dengan PPID utama dalam penyelesaian sengketa informasi,

w0

Pasal 14

Bidang Penyslesaian Sengkela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf f, dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Bekasi.

Bidang Penyelesaian Sengketa berfungsi sebagal advokasi penyelesaian sengketa
informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi beranggungjawab
kepada Ketua PPID Utama Kabupaten Bekasi melalui Sekretaris PPID Utama
Kabupaten Bekasi.

Bidang penyelosaian sengketa bertugas

a. Melaksanakan koordinasi dengan Komisi Informasi Publik (KIP) dalam rangka
penanganan penyelesaian sengketa informasi

b. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau
sengketa informasi

c. Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi bersama unsur PRID
Utama dan PPID Pembantu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

Susuran keanggotaan bidang penyelesaian sengketa ditetapkan dengan Keputusan
Bupati,



BAB VIN
KETENTUAN PENLITUF
Pasal 15
Pada saat berlaku Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tahun
2013 tentang E‘I}H‘:;?; Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pads Pejabat Pengeicla
infcimasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintsh Kabupaten Bekasi (Berita
Dasrzh Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak beriaku iagi.
Pasal 16
Feraturan Bupati ini mulai berdaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap crang mengetahuinya, memerdintahkan pengundangan Peraturan Bupatl i
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.
Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 19 (pteber 2015
BUPATI BEKASI

ttd

Diundangkan di Cikarang Pusat Hj. MENENG HASANAH YASIN
pada tanggal 19 (ktober 2015

ssmﬂaumm BEKASI 47

#‘“ H. MUHYIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 45



